5.1

BAB V
PENUTUP
Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis dapat

menyimpulkan bahwa: Tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap pembahasan

dan tahap penetapan merupakan serangkaian proses yang sering di temui dalam

konteks perencanaan, pengambilan keputusan,atau pelaksananaan pengambilan

keputusan :

1.

Persiapan adalah tahap awal dalam menyusun atau mengatur suatu
aktivitas atau program. Dalam konteks yang lebih luas, persiapan adalah
langkah yang diambil untuk memastikan bahwa suatu kegiatan bisa
dilaksanankan dengan sukses. Persiapan biasanya melibatkan perencanaan
penentuan tujuan, pengumpulan sumber daya, dan identifikasi langkah-
langkah yang perlu di ambil. Dalam hal perencanaan sebuah proyek,
persiapan meliputi pembuatan rencana kerja, sosialisasi , peroleh sumber
daya. Persiapan ini sangat penting karena kesuksesaan suatau kegiatan
seringkali tergantung pada seberapa baik persiapan yang di lakukan.
Persiapan adalah kegiatan sebelum memulai mengumpulkan data. Pada
tahap persiapan ini menyusun rangkaian atau kerangka kegiatan yang akan
dilakukan dengan tujuan agar waktu dan pekerjaan yang akan dilakukan
bisa efektif.

Pelaksanaan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan

atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan
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yang diharapkan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang
dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang
telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-
alat yang dibutuhkan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat
pelaksanaannnya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan,
suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau
kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan,
langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi
kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.
Pelaksanaan dapat diartikan sebagai implementasi dan juga penerapan.
Pelaksanaan itu mengadakan sosialiasi untuk membahas draft awal
peraturan desa, memperoleh masukan dan saran dari masyarakat atau
pihak terkait, merevisi dan menyempurnakan draft peraturan desa sesuai
dengan masukan dan saran yang di berikan dan mengadakan konsultasi
dengan pihak- pihak yang berwenangan

. Pembahasan adalah tahap dimana evaluasi atas hasil pelaksanaan
dilakukan dengan cermat, setelah selesainya tahap pelaksanaan, penting
untuk melakukan analisis terhadap apa yang terjadi, mengevaluasi
pencapaian tujuan, mencari penyebab keberhasilan atau kegagalan, dan
mengidentifikasi pembelajaran yang bisa diambil. Pembahasan juga
mencakup proses refleksi terhadap proses pelaksanaan, komunikasi antar

pihak yang terlibat

80



4. Penetapan ini melakukan rapat di Bpd untuk membahas dan menyetujui
rancangan peraturan desa akhir, melakukan pengesahan peraturan desa
oleh pihak kepala desa dan pihak-pihak lainnya, mempublikasi peraturan
desa yang telah ditetapkan melalui pengumuman di tempat umum desa,
melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang isi peraturan
desa, menjalankan dan mengawasi penerapan peraturan desa secara efisien
dan efektif dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan desa

secara berkala dan melakukan perubahan tau perbaikan jika di perlukan

5.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan keseimpulan diatas penulis dapat

menyarankan bahwa:

1. Sebaiknya pemerintah desa dalam menyusun peraturan desa tentang
APBDes perlu melakuka persiapan secara baik dalam hal ini  perlu
melakukan kegiatan sosialisasi menjangkau semakin banyak masyarakat
yang berkepentingan dengan rancangan APBes

2. Pastikan bahwa komunikasi yang jelas dan efektif di berikan kepada para
pelaksanaan, dan sampaikaan rencana pelaksanaan dengan jelas kepada
seluruh pihak terlibat. Mendorong partisipasi aktif dari seluruh masyarakat
desa dalam proses pembahasan peraturan desa hal ini dapat melalui
penyuluh, diskusi terbuka dan forum partisipatif sehungga membuka

komunikasi yang efektif.
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3. Berikan ruang diskusi terbuka untuk mengakomodasi dari berbagai sudut
pandang dan lakukan evaluasi terhadap hasil yang di capai berdasrkan
kriteria kerja yang ditetapkan sebelumnya. Pada tahap pembahasan
peraturan desa dapat di kelola dengan bai, sehingga menghasilkan
keputusan yang lebih berkualitas dan lebih mendukung kepentingan serta
kebutuhan desa.

4. Pastikan bahwa keputusan yang di ambil berdasarkan hasil evluasi yang

dan mempertimbangkan yang matang.
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